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Mengingat :

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan
adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

dang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Kgmin§Uasi Pgmerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lem.baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_ 2023 Nom9r
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hu}:ungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem.enntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl;!n
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tg;nol;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peratt:lran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembu:laan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerm.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);



. tentan,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tah?],r;mzbgin Negarg
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

, ; 022 Nomor 122, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2 o Nomor 6794);
Lembaran Negara ReDI:,lllbth\IIng::l’lel?ll:mo(:' 23 Tahun 2007
. Peraturan Menteri am Ne

' f:rl;tang Pedoman Tata Cara Pengawasan a ttltaal?
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagmm_a;ll o
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Perubahan Atas Peraturan Menter
Tahun 2009 tentang Pedoman
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pe
Tata Cara Pengawasan  Atas Penyelenggaraan
intahan Daerah;

14. ll::?;igrnan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 20;;
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Dae;lik
Provinsi Dan Kabupaten/ Kota6835<)3nta Negara Repu

donesia Tahun 2017 Nomor 1 ;

15.gératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelo!aan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Perat]uran Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1218);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7 ,
'é‘g;nbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota

Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2020 Nomor 435);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota
Banjarmasin Tahun 2024, dengan jadwal kegiatan
pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Jajuari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN

—f—

IBNU SINA



LAMVYIKAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR43 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024
DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2024
WILAYAH BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI Juu ~GUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER [ DESEMBER
Reviu Laporan Monitoringdan} ooy Pemeriksaan | RCVuTata
; Reviu La. Kinerja (LKj) Pemeriksaan | oo Ran Evalugsl | pancangan | yifles g PD Kelola Reviu DAK
R’;","E,'Yz')“‘ Keuangan 8Kpp |Pemerintah Kota pobity Audle | Kewatandi | gjpe Renja | Reviupak | PEn€lolaan | pyca SKPD PAL B en (1 Tim)
" i BPBD Kota . an bahan TA . .
2023 (1 Tim) | Banjarmasin un 5 SKPD Tahun (1 Tim) Peru Banjarmasin (1 ‘
{ ) [ Tahun 2023 {1 Tim) 2024 (1 Tim) Semzzeot;l;l TA | 2024 (3 Tim) j e Jasa (1 Tim)
{1 Tim| (1 Tim)
) (2 Tim)
Reviu Laporan
Monitoring dan Atas eriksaan Pemeriksaan
Evaluasi Mydmw . Reviu Rancangan Reviu RKA Pl::wapamn Kmﬁ:l’;i: i PT.AIr
Pengelolaan Pemerintah Reviu Akhir Renja SKPD TA 2025 SPM di Satpol um
IRBANWIL I Dana Bos Daerah (LPPD) Rancangan SKPD Tahun PP Kota Bandarmasih
semmery | o pgiren | s i Bupaain (e
2 Tim jarmasin 5 (1 Tim)
( ’ Tahun 2023 (1 Tim) Tim)
{1 Tim)
Pemeriksaan
Ketaatan di Pemeriksaan
: Pemeriksaan Reviu Dinas .
‘Pemeriksaan L Pencapaian
Evaluasi SAKIP | Ketaatan di Kem:" di Bagian Rﬂgﬂg‘" Pemadam SPM di BPBD
SKPD Tahun | Satpol PP Kota Selere “k“’:’xom perubal Kebakaran dan Kota
(1 Tim) (1 Tim) (1 Tim)  |gapjarmasin (1
Tim)
. Pemeriksaan
remlaan Fevava
Bagi SPM di Dinas Penutupan Kas
Sekre Un:lum Pemadam Reviu DAK Akhir Tahun
tariat Kebakaran dan (1 Tim) 2024 (1 Tim)
Daerah Kota Penyelamatan
Banjarmasin Kota
(1 Tim) Banjarmasin
{1 Tim)
Audit Ketaatan
Penin Audit Ketaatan
tan )| Ketaa
Monitoring Audit Ketaatan Kua%ik:la Program Audit Kinetja l‘)\::;txelumt::n
Pen Program Evaluasi S Audit Kinerja Keluarga, . . Reviu Tata Kelola iu RKA . Perencanaan Program
IRBANWIL L | o ran g;gnaa; Kepegawaian sxpuﬁahmp Bidang P3K Program Reviu Renja | poriyingn dan Non| Fovis Reviu RKA dan Penanganan | di Kecamatan
8 dan Jasa shun | i SKPD Tahun ; Perubahan | 5555 (fim 1) Stunting Banjarmasin
TA 2023 Daerah (BKD, | 2022 (Tim]) | Dinas Koperasi | Pemenuhan | 5500 Perizinan (MCP | 5024 (Tim 1) Pembangunan Selatan
Diklat) UMTK Hak Anak, (Tim 1) KPK) Industri DPPKBPM
Program Disperdagin
Perlindungan
Perempuan
DP3A




]
uv[nmu, Bee[ UBp
yTOZ [emog sEUlg | Bunreq wespeBuad uBIBYIsSI)
unyel, Yy Blssury Upny uwep uesedBuy 5% .&o
guy wedninuad uedurefusg pny Alqoad
Buuoyruoy
n
gl :Ssﬁﬁrgmﬂuﬂ wedunqn d
n
- o e | Geepogusg | avadde ¥20Z 200 VLdSVad | Szog ®fusy e Diuda e s~ |weurope ewng| €202
$20T Nvq ™ wepes wep verd@lyy |FOTSANPIV] va ARy "V nasy YUY A | psupy upny | PRV MMM | pioder niney | umewmay ypny | YRV RN | I IMNVERD
uneewy upny | wederefuay
Suuojtuop
Al ueinauy, | ueinaLy,
g| ADSHEIS uEp eger usp Suereg adys £20
ok PREuLOJ] ¥20Z szoz bcoz veoz SZ0ZVLSVad | ueepeBuag €20T ccozvl | SRS ELOE
Ueepesvdd | “sepunwoy ooy | vi vent niasy | VL URHEANI | HZ0Z VA ninoy [ weweqraad sfusy | Fonh o€ | yep veressuy | UNURLADIS | addis weBunay | iy
@Eﬁ seuiq Ava ; VIR iAoy HyueY NASY . uederefuag | dDIVE UNMRAG | esodwymuay | S
-1
Suuouop PRy SunojluoK
Jnuny,
urssuLrefueg
(g, Z) €207 UNBWBIRY
oy AT £20Z VL
sey mnusd uBeIny eueq
uReEmIy Npny
v20T S
fi
VL suBsug uwBupsadsig q_aﬂug:cm
wu&.a:—ox guMMm_Sm €Z0T VL
uupig QNS weyuinpy wueq
WSl ¥vg nad wnumay Jpoy
1L TIMNVERI
Tepoi
ugueuRuaj
m-uﬂv_m uBLSNpuULag
1s8Ul : .
o : o7 uep uelueBepiag
Jereg uSepsadsig | MLWN sRsadoy wNsIg seulq {t ) g0z P—
ugeuuefueg | Yesseq wepu] | SBUIT KOIAN | @ oy G 9208 | (o iy aon) NSV (11 wnl) sZ02 uep wieq ueBueBepsag (W) zzoz | vi ueenuefueg | Suasmg
—— usBuag | wep wusadoy W ST0Z | geymqruag unyeL gays | ueepopsuag unyey, Qdis owad  uep
uejeuressy 1p | UeNEpuaSuag ’ VY Ny uswafeuepy nay | o ‘ [SnQEIsiq Bueleg uvepeBusg
ueyeaniey vueq |  wresSoxy Buspig VI Ny fung npay  [wreBold ‘PO o imuayg | IDIVS 1SEREAT | adis weBuenay Supouoy
umumey WpNY | BSUD wpry | uneEdy uphy USIIUUBUR] wresdorg wresode npay :
UGBS wlroupy upny
uerepusBuag :
uraigorg
usewdy ypny
JEEWNISad | ¥3IEWEJON | ¥IOLIO | YAEWILIIS | SALSNOV nne INAP 1AW IRV LAV RIVNugad RIVANVP
NVINg HYAVTIM




BULAN
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WALI KOTA BANJARMASIN,
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